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Abstract

The dispute settlement system has been the flagship of the World Trade Organization (WTO)
proclaimed as the most important pillar of the rules-based WTO system. The developing countries, in
particular, had expected that the new dispute settlement process would help the weaker trading
partners in enforcing the rights and obligations under the various WTO agreements. In fact, the
supposed benefits of such an effective dispute settlement system were one of the main persuasive
factors for several developing countries to agree to the Uruguay Round agreements. Though the
dispute settlement system has brought about some degree of predictability and efficiency in the
resolution of disputes, the utility of the system in actual operation has fall far short of the initial
expectations and euphoria. Furthermore, in some respects, it has operated against the interests of the
developing countries.

Abstrak

Sistem penyelesaian sengketa telah menjadi suatu bendera dari World Trade Organization (WTO) yang
menandakan keberadaan dari sistem penyelesaian sengketa sebagai pilar utama yang penting dalam
sistem hukum WTO. Sehubungan dengan keberadaan sekaligus penerapan sistem penyelesaian
sengketa yang berdasarkan Dispute Seftlement Understanding (DSU) tersebut, negara berkembang
anggota WTO dalam hal tertentu menaruh harapannya pada proses penyelesaian sengketa WTO
mengingat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh negara berkembang di bidang perdagangan dalam
rangka rupayanya menegakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perjanjian-
perjanjian (agreement) WTO. Keuntungan dalam menggunakan sistem penyelesaian sengketa WTO
pada kenyataannya memotivasi beberapa negara berkembang untuk menyetujui kesepakatan-
kesepakatan yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay. Sekalipun sistem penyelesaian sengketa WTO
telah membawa peningkatan dan kemajuan terhadap kepastian dan efisiensi dalam penyelesaian
sengketa, namun pada kenyataannya operasional dari sistem ini hanyalah harapan semata dan baru
berupa eforia. Selanjutnya, dalam beberapa hal sistem penyelesaian sengketa WTO dalam
penerapannya justru menjadi bertentangan dengan kepentingan-kepentingan negara-negara
berkembang.

Kata kunci: sistem penyelesaian sengketa WTO, negara berkembang

Seiring dengan dinamika dalam kati World Trade Organization (selan-
hubungan moneter, perdagangan dan jutnya disingkat WTO) yang meru-
ekonomi antar negara, nampak jelas pakan jantung dari penyelenggaraan
bahwa dalam dunia perdagangan pasar bebas. Sejak awal terbentuk-
internasional dewasa ini telah disepa- nya, sebagai suatu organisasi inter-
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nasional yang sangat relevan dengan
dinamika perekonomian dunia, WTO
adalah organisasi internasional yang
sangat berbeda dengan organisasi
internasional lainnya seperti World
Bank Group (WBG) atau Internasional
Monetary Fund (IMF) meski ketiga
organisasi internasional ini saling
terkait antara satu dengan yang lain
dalam kerja sama dan sama-sama
memiliki peran yang penting dalam
pembangunan perekonomian dunia.
Selain populer dengan konsep non-
diskriminasinya (most-favoured-nation
dan national treatment obligation) baik
dalam hukum maupun kebijakannya,
WTO juga seolah menjadi sangat
istimewa dan memiliki nilai lebih
dibandingkan dengan kedua organi-
sasi internasional di atas oleh karena
sistem penyelesaian sengketa (dis-
pute settlement system) yang dimiliki-
nya yaitu suatu sistem yang sering
disebut dengan istilah  Dispute
Settlement Understanding (DSU).
Sejarah telah membuktikan bah-
wa perjalanan yang cukup panjang
telah ditempuh dan pada akhirnya di
Putaran Uruguay  tahun 1994
terbentuklah WTO sebagai wujud
kristalisasi dari kesepakatan yang
dicapai dalam Putaran Uruguay dalam
rangka penyempurnaan sistem GATT
(General Agreement on Tariffs and
Trade) yang sudah lama ada. Hasil
yang dicapai tersebut tentunya tidak
terlepas dari hasil pemikiran dan
peran negara-negara anggota yang
menyandarkan kepentingan dan masa
depan perekonomian mereka terha-
dap organisasi perdagangan dunia
yang telah mereka bentuk itu. Mereka
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adalah negara-negara penandatangan
GATT yang sejak awal menyadari
pentingnya pelembagaan GATT agar
lebih efektif lagi merespon lambatnya
laju perkembangan perekonomian du-
nia oleh karena praktek-praktek per-
dagangan yang tidak menerapkan
aturan main yang kondusif bagi
semua pihak.

Negara penandatangan WTO
Agreement secara umum dapat
dikategorikan ke dalam dua kelompok
yaitu negara maju (developed county)
dan negara berkembang (developing
country). Seluruh negara anggota baik
negara maju maupun negara berkem-
bang telah sepakat bahwa sebagai
suatu lembaga internasional yang
sangat esensial dalam rangka penye-
lenggaraan perdagangan dunia, kebi-
jakan-kebijakan WTO adalah hukum
dan sistem penyelesaian sengketa
WTO yang dikemas dalam DSU
adalah wujud dari sifat mengikatnya
ketentuan-ketentuan WTO terhadap
seluruh negara anggotanya.

Hukum WTO memberikan nuan-
sa baru dalam pembangunan hu-
bungan ekonomi internasional dengan
sifatnya yang mengikat negara-negara
anggotanya khususnya dengan dite-
rapkannya sistem penyelesaian seng-
keta (Dispute Settlement Under-
standing/DSU) sebagai hukum formil
bagi setiap sengketa yang terjadi
antar negara anggotanya. Sebagai
pedoman dalam sistem penyelesaian
sengketa WTO, selain sebagai
bendera WTO, DSU juga merupakan
pilar utama dalam sistem WTO.

Dalam beberapa kasus yang

ada antara lain seperti kasus
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Indonesia-Autos, sebagai suatu ben-
tuk kesepakatan bersama antar
negara anggotanya, sistem penye-
lesaian sengketa WTO telah terbukti
memberikan pengaruh yang baik
dalam pelaksanaan pembangunan
terkini terhadap hubungan ekonomi
internasional di mana hukumlah yang
kedudukannya lebih tinggi dari kekua-
saan. Hukumlah yang memerintah
bukan kekuasaan. Namun demikian
bersamaan dengan peran sistem
tersebut dalam pembangunan hukum
internasional dalam rangka penca-
paian hasil yang cukup besar, sistem
penyelesaian sengketa WTO masih
belum dapat dikatakan sebagai sistem
yang sifatnya netral dalam prosesnya
baik itu terkait dengan strukturnya
maupun operasionalnya. Demikianlah
yang masih dirasakan oleh beberapa
negara anggotanya khususnya ne-
gara-negara berkembang.

Pada kenyataannya negara-
negara maju anggota WTO selalu
mendapatkan posisi yang mengun-
tungkan dari penerapan sistem penye-
lesaian sengketa tersebut. Khususnya
sistem yang mengatur tentang ganti
rugi (remedies) justru lebih banyak
berpihak kepada negara-negara maju
jika dibandingkan dengan apa yang
telah dirasakan oleh negara-negara
berkembang anggota WTO. Menya-
dari hal tersebut banyak negara-
negara berkembang pada akhirnya
justru tidak berniat mengajukan kasus
mereka untuk diselesaikan di WTO
dan ironisnya sebagai negara-negara
anggota yang telah sepakat dengan
WTO Agreement mereka juga enggan
untuk berpartisipasi sebagai pihak
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ketiga dalam sistem penyelesaian
sengketa. Pada kenyataannya seba-
gian dari mereka sebagai negara-
negara dunia ketiga beralasan bahwa
keterlibatan atau melibatkan diri
dalam sistem penyelesaian sengketa
WTO tersebut harus ditebus dengan
biaya yang mahal.

Berdasarkan latar belakang ter-
sebut di atas permasalahan yang
timbul adalah bagaimana sebenarnya
sistem penyelesaian sengketa WTO
dalam penerapannya bagi negara-
negara berkembang dan bagaimana
mengupayakan sistem penyelesaian
sengketa tersebut menjadi benar-
benar efektif, bermanfaat dan berarti
bagi negara-negara berkembang
dalam rangka peningkatan peran
mereka di dunia perdagangan inter-
nasional. Hal ini penting agar sebagai
negara berkembang yang menjadi
anggota WTO, mereka dapat mem-
berikan kontribusi yang lebih berarti
bagi kelangsungan dari lembaga WTO
pada umumnya dan khususnya ter-
hadap eksistensi dari sistem penye-
lesaian sengketa WTO (DSU) dalam
rangka penyempurnaan penyeleng-
garaan perdagangan internasional.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa
WTO

Berdasarkan teori yang dianut
dalam hukum organisasi internasional,
sebagai sebuah institusi internasional
WTO dapat lebih dipahami dengan
melihat pada ketiga aspek kelemba-
gaannya yakni aspek filosofis, aspek
administrasi/mekanisme kerjanya, dan
aspek hukumnya (Sumaryo Suryo-
kusumo, 1997:41). Aspek filosofis
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dari WTO dapat dipahami sebagai
latar belakang dan tujuan yang
mendasari terbentuknya suatu organi-
sasi internasional sesuai dengan ke-
pentingan-kepentingan negara-negara
anggotanya. WTO merupakan pelem-
bagaan dari GATT yang menyem-
purnakan sistem yang telah ada sejak
awal GATT terbentuk. Sebagai pene-
rus dari GATT, WTO memperkokoh
tujuan  ekonomi  GATT  yakni
menunjang upaya perdagangan dunia
agar dapat menjadi semakin terbuka
agar arus perdagangan dapat ber-
kembang dengan semaikin mengu-
rangi hambatan-hambatan dalam
bentuk tariff maupun non-tariff. Dari
segi aspek administrasi, wewenang
dan cakupan substansi WTO lebih
diperluas dilengkapi dengan sistem
penyelesaian sengketa yang terpadu.
Selanjutnya aspek hukum WTO
merupakan suatu kristalisasi sekaligus
penjabaran lebih rinci dan sistematis
mengenai aspek filosofis dan aspek
administrasi WTO yang berbentuk
suatu kesepakatan (agreement) yang
dikenal dengan sebutan The WTO
Agreement. Kesepakatan tersebut
mengikat bagi seluruh negara anggo-
tanya. Namun demikian pada praktek-
nya tidak semua negara anggota
WTO dapat begitu saja secara oto-
matis langsung menaati isi perjanjian
tersebut meskipun mereka telah
menyepakatinya. Berdasarkan kasus-
kasus yang ada, bagi beberapa nega-
ra berkembang anggota WTO, The
WTO Agreement tidak selamanya
dengan mudah dapat diaplikasikan
begitu saja (H.S. Kartajoemena,
1996:229-250). Kenyataan tersebut
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bukanlah sebuah fakta yang menge-
jutkan dan sangat dapat dimaklumi
mengingat keyakinan dan penga-
laman dari beberapa negara akan
kemungkinan adanya dampak negatif
yang dapat terjadi pada keber-
langsungan perekonomian nasional
dan kehidupan sosial mereka akibat
diterapkannya beberapa kebijakan
WTO dalam kesepakatan tersebut di
negara masing-masing. Jelasnya tidak
semua negara-negara anggota WTO
yang notabene adalah negara penan-
datangan setuju terhadap interpretasi
dan atas aplikasi ketentuan-ketentuan
yang ada dalam kesepakatan terse-
but. Kenyataan itu dipastikan dapat
menjadi pemicu terjadinya sengketa
antar negara anggota. Tidak jarang
negara berkembang harus berha-
dapan dengan negara maju terkait
dengan penerapan hukum WTO
dalam relasi perdagangan interna-
sional antar mereka (Peter Van den
Bossche 2007:6).

Sehubungan dengan kenyataan
tersebut di atas, sejak awal pemben-
tukannya sistem penyelesaian seng-
keta WTO yang tertuang dalam DSU
memang dirancang dengan maksud
untuk menyelesaikan kasus antar
negara anggota yang bersengketa
terkait dengan hak dan kewajiban
mereka berdasarkan hukum WTO
yaitu The WTO Agreement. Terakhir
tercatat sejak awal terbentuknya WTO
tahun 1995 hingga akhir tahun 2007
sejumlah 369 kasus diajukan ke lem-
baga ini untuk mendapatkan penyele-
saian. Jumlah kasus yang cukup
banyak jika dibandingkan jumlah
kasus yang diajukan di era GATT
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(1948-1995). Tidak hanya negara
maju tetapi juga negara berkembang
anggota WTO telah menggunakan
sistem penyelesaian sengketa WTO
(Peter Van den Bossche: 6).

Sistem penyelesaian sengketa
WTO dalam implementasinya mene-
rapkan prinsip-prinsip dasar yang
terkait dengan sasaran dan tujuan;
beragam metode; yurisdiksi; akses;
langkah-langkah; interpretasi dan be-
ban pembuktian; kerahasiaan; ganti
rugi; ketentuan-ketentuan khusus dan
bantuan bagi negara-negara berkem-
bang. Beberapa prinsip penyelesaian
sengketa WTO yang dimaksud adalah
sebagai berikut (Peter Van den
Bossche: 8-60) :

a. Prinsip-prinsip yang terkait
dengan sasaran dan tujuan

- penyelesaian sengketa

melalui prosedur yang ber-

- sifat  multilateral  bukan

unilateral (Pasal 23 ayat

(1) DSU);

- penyelesaian sengketa
melalui  negosiasi jika
dimungkinkan (Pasal 3
ayat (7) DSU,

- penyelesaian sengketa

dan penjelasan terhadap
hukum WTO (Bab Il Pasal
IX ayat (2) WTO Agree-
ment dan Pasal 3 ayat (9)
DSU;

- penyelesaian sengketa de-
ngan itikad baik (Pasal 3
ayat (10) DSU).

b. Prinsip-prinsip  yang
dengan metode
Berdasarkan ketentuan dalam
DSU terdapat lebih dari satu

terkait
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metode yang diterapkan dalam
sistem penyelesaian sengketa
WTO. Beberapa metode yang
sering digunankan dalam prak-
tek adalah konsultasi atau
negosiasi, ajudikasi oleh Panel
dan Appellate Body, arbitrase,
dan jasa baik, konsiliasi dan
mediasi. Namun demikian da-
lam praktek seringkali berda-
sarkan DSU metode yang
digunakan dalam penyelesaian
sengketa adalah consultasi
atau negosiasi yang kelanju-
tannya selalu Panel dan
Appellate Body (Pasal 4; Pasal
6-20 DSU).

Prinsip-prinsip  yang terkait
dengan yurisdiksi
Menurut  ketentuan dalam

Pasal 1 ayat (1) DSU, sistem
penyelesaian sengketa WTO
memiliki yurisdiksi untuk sega-
la macam bentuk sengketa
yang terjadi antar negara ang-
gota yang muncul berdasarkan
pada kesepakatan yang ada
(Appendix | DSU dan WTO
Agreement, GATT 1994 dan
semua perjanjian multilateral
perdagangan barang, GATS,
TRIPS Agreement, dan DSU).
DSU menerapkan satu proses
penyelesaian dengan sistem
penyelesaian sengketa dan
aturan-aturan yang bersifat
menyeluruh dan bertalian erat
satu dengan yang lain. Yuris-
diksi  sistem  penyelesaian
sengketa WTO selain bersifat
wajib bagi negara anggotanya
juga bersifat contencious dan
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eksklusif (Pasal 23 ayat (1)
DSU).

Prinsip-prinsip  yang
dengan akses
sistem penyelesaian sengketa
hanya terbatas untuk negara-
negara anggota WTO. Hanya
negara anggota yang dapat
menjadi pihak dalam sengketa
yang terjadi. Sistem penye-
lesaian sengketa adalah sis-
tem penyelesaian sengketa
antar pemerintah dengan pe-
merintah untuk sengketa yang
terkait dengan hak dan
kewajiban negara-negara ang-
gota WTO. Gugatan yang
diajukan berdasarkan faktor
penyebabnya dapat dikelom-
pokkan sebagai berikut:

- gugatan oleh karena ada-

nya pelanggaran,

terkait

- gugatan bukan dikare-
nakan adanya pelang-
garan;

- gugatan dikarenakan keru-
gian yang diderita.

Prinsip-prinsip yang terkait

dengan langkah-langkah;

Proses penyelesaian sengketa

WTO terdiri dari 4 langkah:

a. konsultasi;

b. panel;

c. appellate body;

d. implementasi dan pene-
gakan hukum.

Berkaitan dengan jangka wak-

tu, sistem penyelesaian seng-

keta WTO menerapkan batas

waktu yang sangat ketat khu-

susnya pada tahap konsultasi,

meski demikian dalam praktek-
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nya pada tingkat panel per-

panjangan  waktu  masih
dimungkinkan.
Prinsip-prinsip  yang terkait

dengan interpretasi dan beban
pembuktian

Sistem penyelesaian sengketa
WTO menerapkan Pasal 31
Konvensi Wina tentang keten-
tuan umum mengenai inter-
pretasi dan Pasal 32 tentang
aturan tambahan dalam mela-
kukan interpretasi (Pasal 3
ayat (2) DSU). Sedangkan
mengenai beban pembuktian
tidak diatur secara spesifik dan
tegas dalam DSU. Namun
demikian berdasarkan kasus
US-Wool Shirts and Blouses,
Appellate Body memutuskan
bahwa dalam sistem penye-
lesaian sengketa WTO beban
pembuktian bisa berada pada
kedua belah pihak yang ber-
sengketa tergantung bagai-
mana proses pada kasus.
Apabila salah satu pihak dapat
memberikan bukti yang cukup
bahwa apa yang diklaimnya
adalah benar maka beban
pembuktian berpindah pada
pihak yang Ilain (Appellate
Body Report, US-Wool Shirts
and Blouses: 14).
Prinsip-prinsip  yang
dengan kerahasiaan
Sistem penyelesaian sengketa
WTO sangat menjunjung tinggi
prinsip  kerahasiaan dalam
proses penyelesaian suatu
kasus (Pasal 18 ayat (2); 17

terkait
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ayat (10) dan Appendix 3
DSU).

Prinsip-prinsip  yang
dengan ganti rugi;
Sistem penyelesaian sengketa
WTO mengenal tiga jenis ganti

terkait

rugi atas pelanggaran akan

hukum WTO yakni:

- final remedy (Pasal 3 ayat
(7) DSU)

- compensation dan

retaliation (Pasal 22 ayat

(1)
- ganti rugi dalam bentuk
lain seperti restitusi, kom-

pensasi, pemenuhan ke-
wajiban, dan asuransi/
jaminan.

Prinsip-prinsip  yang terkait
dengan ketentuan-ketentuan
khusus dan bantuan untuk
negara berkembang.

- Konsultasi

Perlakuan khusus terhadap
negara-negara berkembang di-
berlakukan  dalam  sistem
penyelesaian sengketa WTO
(Pasal 3 ayat (12); Pasal 4
ayat (10); Pasal 12 ayat (10)
dan (11); Pasal 24 dan 27
DSU). Sedangkan bantuan
hukum dapat diberikan kepada
negara-negara  berkembang
yang membutuhkan praktisi
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hukum yang ahli di bidang
hukum WTO.

Sistem penyelesaian sengketa
WTO diatur dalam DSU/WTO dan
Rules of Conduct For The Under-
standing on Rules and Procedures
Governing The Settlement of Disputes
dan Working Procedures on Appellate
Review. Sebagaimana telah diu-
tarakan di atas bahwa mekanisme
penyelesaian sengketa dalam WTO
terdiri dari 4 (empat) di mana secara
garis besar keempat tahap tersebut
dapat di kelompokkan ke dalam 3
(tiga) fase vyang dimulai dari
konsultasi, litigasi formal, kemudian
pelaksanaan sebagai tahap yang
paling akhir. Secara rinci dapat
digambarkan sebagai berikut:

CONSULTATION ---enremeee FORMAL LITIGATION ----------- IMPLEMENTATION
- Panel Proceedings
- Appellate Body

- Compliance Panel
- Arbitration Panel

Setiap proses penyelesaian
sengketa selalu diawali dengan per-
mintaan untuk mengadakan konsultasi
oleh pemerintah anggota dengan
mengajukan kasusnya ke WTO seba-
gai penggugat (complainant) terkait
dengan adanya keberatan terhadap
aturan-aturan  perdagangan  dari
pemerintah anggota yang lain yaitu
tergugat (the defendant). Konsultasi
ini  berlangsung selama 60 hari
dengan tujuan meluluskan negosiasi
yang dapat memuaskan kedua belah
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pihak dalam rangka menyelesaikan
sengketa di antara mereka.

Apabila negosiasi tidak memba-
wa hasil yang memuaskan bagi kedua
belah pihak yang bersengketa maka
penggugat dapat mengajukan permin-
taan untuk Panel (panel proceeding)
dan apabila hal ini dilakukan maka
proses sudah berlanjut pada tahapan
yang berikutnya yaitu tahap litigasi
(formal litigation). Panel terdiri dari
tiga sampai lima orang yang memiliki
latarbelakang pendidikan di bidang
hukum perdagangan yang forma-
turnya telah disetujui oleh para pihak
berdasarkan penilaian untuk kasus
per kasus. Selanjutnya Panel mela-
kukan pemeriksaan terhadap interim
report dan selanjutnya menawarkan
kepada para pihak yang bersengketa
untuk memberikan komentar dan
mengadakan klarifikasi. Sehubungan
dengan hal tersebut baik penggugat
dan tergugat pada tahap ini masih
dapat melakukan negosiasi. Apabila
kedua belah pihak tersebut tidak
merasa perlu untuk melakukan
negosiasi maka issue yang diajukan
oleh Panel dengan demikian telah

menjadi final report yang akan
diadopsi oleh WTO.
Tindakan mengadopsi issue

yang diajukan oleh Panel tersebut di
atas akan dilakukan oleh WTO kecuali
dalam situasi di mana pertama, kedua
belah pihak telah setuju untuk tidak
mengadopsi panel report dengan
alasan apapun.Kedua, apabila salah
satu pihak atau kedua-duanya (diluar
pihak Ill) dapat melakukan banding
(appeal) terhadap panel report. Pada
tahapan banding issue yang diha-
silkan oleh Panel akan diproses oleh
Appellate Body (AB). Berbeda dengan
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Panel, AB adalah badan yang terdiri
dari para jurist yang dibentuk untuk
menegakkan hukum yang berlaku.
Sebagai pelaku utama dalam tahap
banding AB diminta untuk mendengar
kesaksian dari para pihak yang terlibat
dalam kasus yang dipersengketakan
secara khusus hanya untuk masalah-
masalah yang belum atau tidak
diterapkan dengan benar oleh Panel.
Dalam tahapan ini AB dapat mem-
benarkan atau menjatuhkan Panel
dan pada akhirnya putusan yang
dihasilkan oleh AB adalah bersifat
final. Apabila putusan yang dihasilkan
oleh AB menguntungkan tergugat
maka sudah dapat dipastikan kasus
tersebut selesai. Sebaliknya apabila
putusan tersebut mengungtungkan
pihak penggugat maka sengketa da-
pat berlanjut pada tahapan penerapan
(implementation stage).

Jika tergugat melanggar keten-
tuan yang ada maka Panel dan atau
AB dapat diminta untuk memastikan
apakah dalam hal tersebut telah
terjadi pelanggaran terhadap hukum
WTO. Tindakan yang dilakukan ini
adalah tindakan melakukan pengujian
berdasarkan ketentuan-ketentuan
WTO vyang berlaku. Apabila peng-
gugat merasa bahwa tergugat tidak
mengambil langkah-langkah yang
benar, penggugat dapat mengajukan
kembali permasalahan tersebut ke
Panel (compliance panel). Panel yang
dimaksud pada tahap ini biasanya
beranggotakan anggota panel yang
asli. Panel yang satu ini harus dapat
menentukan apakah upaya tergugat
layak untuk diajukan ke compliance
panel. Jika tidak hakim panel tersebut
dapat mengajukan permasalahan
tersebut ditingkat AB dan penggugat
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dapat meminta Panel ke dua untuk
kemungkinan melakukan retaliasi
terhadap tergugat.

Pemberlakuan Sistem Penyelesaian
Sengketa Sebagai Hukum WTO
Dalam Perdagangan Internasional

Di bawah naungan WTO
perdagangan internasional berikut
relasi internasional yang berlangsung
di dalamnya telah mendapat penga-
kuan yang sah dan lebih dapat dijamin
kepastian hukumnya jika diban-
dingkan dengan sistem yang pernah
ada sebelumnya vyaitu sistem yang
disusun dalam rangka GATT (General
Agreement on Tariffs and Trade).
Aturan-aturan dalam WTO lebih detail
dan tepat. Pihak tergugat tidak begitu
saja dapat menentukan bagaimana
proses persidangan itu berjalan.
Sistem yang berlangsung di tingkat
banding yaitu AB juga memberikan
kepastian hukum. Negara-negara
anggota WTO saat ini menggunakan
sistem penyelesaian sengketa WTO
dan dari waktu ke waktu semakin
ditantang untuk menarik ganti rugi
berdasarkan hukum WTO apabila
tergugat gagal memenuhi ketentuan
yang ada.

Singkatnya aturan-aturan dalam
WTO menyertakan langkah-langkah
legalisasi berikut kewajiban yang
mengikat setiap negara anggotanya,
kepastian hukum, dan mengapli-
kasikan delegasi ke dalam lembaga
penyelesaian sengketa dalam hal ini
adalah Dispute Seltlement Body
(DSB) berikut kegunaannya. Sebagai
konsekuensi atas perubahan yang
terjadi akibat keberadaan WTO dari
penggunaan sistem penyelesaian
sengketa WTO, negara-negara ang-
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gota WTO dan konstituen komersial
mereka semakin merasa bahwa
sistem penyelesaian sengketa WTO
sebagai suatu sistem yang melibatkan
hak-hak hukumnya yang bertentangan
dengan maraknya proses penye-
lesaian secara diplomatis untuk suatu
negosiasi dan penyeimbangan prinsip
resiprokal dalam hal kelonggaran di
bidang perdagangan.

Namun demikian perlu senan-
tiasa dijadikan catatan bahwa sistem
penyelesaian sengketa dari WTO
dengan karakteristik hukumnya yang
mengikat akan dapat terus mengalami
peningkatan dan perbaikan dalam im-
plementasinya apabila negara-negara
anggotanya baik negara maju maupun
negara berkembang secara terus
menerus menggunakan sistem penye-
lesaian sengketa WTO untuk menye-
lesaikan sengketa yang ada. Penyem-
purnaan terhadap sistem penyele-
saian sengketa WTO tidak terlepas
dari partisipasi dari seluruh negara
anggotanya.  Partisipasi  negara-
negara anggota WTO dalam meng-
gunakan sistem penyelesaian seng-
keta WTO sangat esensial untuk lebih
mempertajam interpretasi dan aplikasi
sistem itu sendiri dari waktu ke waktu.

Masih menjadi suatu perde-
batan bahwa partisipasi negara ang-
gota dalam proses hukum WTO lebih
penting dari pada partisipasi dalam
penerapan proses analogi judisial
dalam rangka mempertajam hukum
dalam sistem hukum nasional oleh
karena dua hal yang menjadi alasan
dari pemikiran tersebut di atas yaitu
pertama, kesulitan dalam mengin-
terpretasikan dan mengamandemen
hukum WTO melalui proses politik
WTO memperluas dampak dari juris-
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secara internal. Ketidak mampuan
mereka untuk meraih keuntungan dari
skala ekonomi di pasar bebas
membawa hasil tidak seimbangnya
pembangunan di bidang hukum yang
apabila dibutuhkan/diinginkan dapat
dicapai dalam rangka penerapan
sistem penyelesaian sengketa WTO.
Hambatan  berikutnya adalah
biaya yang timbul untuk setiap kasus
yang diajukan ke WTO sangat besar
bagi beberapa negara berkembang
yang ingin berpartisipasi dalam sistem
penyelesaian tersebut. Biaya yang
timbul diperlukan untuk kelengkapan
administrasi dan biaya penasihat
hukum yang ahli di bidang hukum
WTO. Proses litigasi dalam sistem
penyelesaian sengketa WTO meli-
batkan banyak ahli yang berkiblat
pada United States dan European
yang memang pakar di bidang hukum
WTO. Keterlibatan para pakar dari
beberapa negara maju ini mem-
butuhkan biaya yang tidak sedikit
bahkan sangat mahal untuk ukuran
negara berkembang. Jumlah biaya
yang harys dikeluarkan untuk setiap
kasus sabgat di luar perhitungan
e i
negara-negara berkembang. Sebagai
konsekuensi dari tidak terlibatnya
negara berkembang dalam WTO,
pemahaman negara-negara berkem-
bang terhadap hukum WTO menjadi
sangat kurang dan oleh sebab itu
negara berkembang tidak dapat ber-
partisipasi memberikan  kontribusi
terhadap pembangun hukum WTO.
Sehubungan dengan kenyataan
tersebut di atas, pembahasan tentang
bagaimana keberadaan sistem penye-
lesaian sengketa WTO bagi negara
berkembang dapat diuraikan dalam
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beberapa pokok pemikiran antara lain
sebagai berikut:

1. Mengupayakan agar sistem
penyelesaian sengketa WTO
dalam prakteknya mampu
memberikan keuntungan bagi
negara berkembang;

2. Mengembangkan strategi yang
harus dilakukan oleh negara-
negara berkembang terkait
dengan mekanisme yang ber-
laku dalam sistem penyele-
saian sengketa WTO;

3. Menentukan besaran jumlah
ganti rugi yang tepat untuk
negara-negara berkembang.

Beberapa pemikiran di atas pada
akhirnya merujuk pada kemungkinan
untuk mereform sistem penyelesaian
sengketa yang ada dalam WTO.
Mengetahui beberapa pokok pemiki-
ran tersebut di atas, berikut hal-hal
yang menjadi prioritas dalam upaya
menyempurnakan WTO secara me-
nyeluruh termasuk hukumnya:

- Menyediakan kesempatan
yang lebih besar kepada ne-
gara berkembang untuk akses
mengenai legalitas WTO akan
kebijakan-kebijakan yang ber-
laku. Informasi ini penting
karena tidak hanya terkait
dengan pemikiran mengenai
bagaimana memproses kasus
tetapi lebih dari itu bagaimana
penerapan sistem penyele-
saian yang berlaku;

- Untuk memperkecil gap yang
ada selama ini, negara-negara
berkembang perlu menjem-
batani masukan - masukan
yang sangat penting terhadap
sistem penyelesaian sengketa
dengan institusi lain, khusus-
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nya dalam hal melakukan
evaluasi terhadap kasus yang

ada;
- Negara berkembang juga
menuntut  bantuan  penga-

wasan yang memadai terkait
dengan putusan-putusan WTO
yang memenangkan mereka;

- Satu hal yang menantang bagi
negara berkembang adalah
memberikan dukungan tidak
hanya terhadap asosiasi per-
dagangan domestik tetapi juga
perdagangan internasional.

Apabila negara-negara berkem-
bang dapat berpartisipasi dengan be-
nar dalam sistem penyelesaian seng-
keta WTO sesuai dengan ketentuan
yang berlaku menurut hukum WTO,
mereka membutuhkan kelanjutan atas
peningkatan kapasitas secara kelem-
bagaan dan koordinasi akan kebijakan
perdagangan dalam setiap tingkatan
yang berawal dari tingkat nasional,
regional dan global. Secara khusus
negara-negara berkembang anggota
WTO juga perlu melakukan pem-
bangunan mekanisme koordinasi
antar mereka masing-masing dengan
menyertakan sektor swasta dan
masyarakat.

Jika negara-negara berkembang
mengadopsi  aturan-aturan  dalam
WTO untuk keuntungan mereka, me-
reka harus menyiapkan prosedur rutin
yang terjadwal secara berkelanjutan
untuk sesama negara anggota dapat
berkumpul, berproses, dan memprio-
ritaskan informasi dari kedutaan
asing, sektor swasta, konsultas per-
dagangan internasional terkait dengan
hambatan-hambatan yang ada. Mela-
lui kerjasama secara konsisten
dengan sektor swasta, pemerintah
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negara berkembang dapat membantu
perkembangan sudut pandang peru-
sahaan dan asosiasi perdangangan
dalam hal memandang WTO sebagai
suatu kesempatan untuk menjamin
akses pasar, dengan demikian peng-
gunaan sistem penyelesaian sengketa
WTO lebih menguntungkan bagi
mereka karena lebih efektif.
Membangun jaringan kerjasama
yang harus dilakukan antara publik
dan swasta dalam negara berkem-
bang membutuhkan waktu. Bahkan
langkah membentuk jaringan tersebut
adalah esensial apabila negara
berkembang ingin menggunakan sis-
tem penyelesaian sengketa WTO.
Banyak negara berkembang mempe-
lajari penggunaan sistem penye-
lesaian sengketa secara efektif. Pusat
konsultasi WTO dengan pengalaman
pengembangannya dan ilmu penge-
tahuannya akan sistem yang berlaku,
menunjukkan peningkatan yang signi-
fikan. Asosiasi penasihat hukum
memberikan memberikan sumber
bahan yang lebih banyak kepada
sistem penyelesaian sengketa WTO
guna  memfasilitasi  kepentingan
negara berkembang. Seiring dengan
berjalannya waktu, negara-negara
berkembang sudah seharusnya dapat
mengusulkan strategi-strategi yang
baikk mengenai bagaimana meng-
gunakan sistem penyelesaian seng-
keta dan bekerja dalam jaringan yang
lebih luas antara aktor-aktor publik
dan swata untuk memotivasi kepe-
dulian mereka terhadap hukum WTO.
Apabila negara-negara berkem-
bang tidak berupaya untuk mene-
mukan dan melakukan strategi
tersebut maka mereka termasuk di
dalamnya pelaku publik dan swasta,
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akan selalu berada dalam posisi yang
tidak menguntungkan oleh karena
terbatasnya materi dan sumber
informasi serta faktor politik yang tidak
dapat mereka kuasai dan tidak dapat
mereka kendalikan. Sekalipun demi-
kian sistem hukum WTO memberikan
kesempatan kepada mereka untuk

terlibat di dalam sistem penyelesaian

sengketa WTO.

Beberapa pemikiran di bawah
ini dikemukakan oleh H.S. Kartadjoe-
mena sebagai masukan bagi peme-
rintah Indonesia untuk menemukan
strategi-strategi dalam menghadapi
aturan-aturan WTO termasuk di da-
lamnya sistem penyelesaian sengketa
WTO. Diharapkan juga beberapa
pemikiran yang dimaksud dapat mem-
beri inspirasi bagi negara-negara
berkembang lainnya yang kesulitan
dalam menerapkan aturan-aturan
WTO dan berpartisipasi dalam sistem
penyelesaian sengketa WTO (H.S.
Kartadjoemena 1996: 229-250):

- Mengutamakan kepentingan
dan asumsi yang menjadi
landasan kebijaksanaan do-
mestik dengan selalu mem-
pertimbangkan situasi konteks-
tual dari semua aspek kehi-
dupan dari negara ber-
kembang. Dengan demikian
partisipasi tidak semata-mata
berlandaskan pada tindakan
untuk mengikuti tren/mode
yang berkembang di tengah
masyarakat internasional;

- Memacu laju pertumbuhan
ekonomi negara sebagai lan-
dasan strategi dengan mela-
kukan pembangunan nasional
yang menyangkut banyak
bidang, yakni antara lain
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sosial, politik, pendidikan, pe-
ngembangan teknologi, kebu-
dayaan, pertahanan dan
keamanan, dan sebagainya.
Sehubungan dengan hal itu
maka strategi merumuskan
yang diperlukan adalah meru-
muskan kebijaksanaan yang
secara operasional memung-
Kinkan laju pertumbuhan yang
berkelanjutan, merata dan
dapat meningkatkan penda-
patan nasional,

- Dalam menerapkan strategi
economic growth dan stability
harus pula dilengkapi dengan
strategi kompromi yang memi-
liki unsur politis dan harus
diterapkan secara suboptimal.
Strategi ini menerapkan lang-
kah korektif yang tepat waktu
dan secara politis dapat
diterima oleh masyarakat luas;

- Mengupayakan keseimbangan

dalam kebijaksanaan yang
selalu  harus  mempertim-
bangkan obyektifitas yang

selalu bertentangan dan harus
dipecahkan secara kompromi;

- Perlunya bantuan luar negeri,
penanaman modal asing dan
ekspor dalam meningkatkan
laju  pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan.

Selama negara-negara berkem-
bang menghadapi perbedaan konteks,
tidak ada satu strategi yang dapat
mengatasi semua permasalahan yang
ada tersebut. Pemindahan strategi
hukum lintas budaya tidak dapat
berjalan tanpa mempertimbangkan
konteks. Setiap negara perlu menen-
tukan bagaimana strategi terbaik
untuk beradaptasi dalam kondisi
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tertentu. Banyak negara berkembang
sudah mengadopsi hukum WTO
dengan beragam pengembangan.
Tapi mereka belum memiliki strategi
yang memadai untuk melindungi diri
dan kepentingan mereka dalam
sistem perdagangan internasional.

Penutup

Tulisan ini telah membahas
beberapa hal yang sangat penting
mengenai keberadaan sistem penye-
lesaian sengketa WTO bagi negara
berkembang. Sistem penyelesaian
sengketa WTO merupakan bagian
dari aturan-aturan WTO yang berlaku
bagi seluruh negara anggotanya tidak
saja negara maju tetapi juga negara
berkembang. Sebagai bentuk pe-
nyempurnaan dari  GATT, WTO
sangat peduli dengan kepentingan
seluruh negara anggotanya seba-
gaimana isi kesepakatan yang telah
disetujui bersama dalam The WTO
Agreement.  Sistem  penyelesaian
sengketa WTO yang dikemas dalam
ketentuan Dispute Settlement
Understanding (DSU) adalah wujud
dari upaya yang terus menerus dila-
kukan untuk mewujudkan keseim-
bangan hak dan kewajiban pelaku
pasar dalam aktivitas perdagangan
internasional. Sistem penyelesaian
sengketa WTO telah dirancang sede-
mikian rupa agar dapat bermanfaat
bagi seluruh negara anggotanya ter-
masuk negara berkembang. Namun
demikian dengan masih enggannya
beberapa negara berkembang terlibat
di dalam sistem tersebut menandakan
bahwa perlu pemikiran ke depan
untuk menyempurnakan sistem pe-
nyelesaian sengketa WTO agar dapat
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lebih efektif bagi negara-negara ber-
kembang.

Hubungan antara negara ber-
kembang dengan sistem penyelesaian
sengketa WTO memberikan keun-
tungan bagi kedua belah pihak baik
bagi WTO sendiri dalam penyem-
purnaan hukumnya berikut sistem
penyeleseaian sengketanya, dan bagi
negara berkembang sebagai anggota.
Agar hubungan tersebut memberikan
hasil yang memuaskan bagi para
pihak, diharapkan tidak hanya WTO
saja tetapi juga negara berkembang
perlu melakukan beberapa perbaikan
agar keduanya dapat saling mem-
berikan kontribusi kepada masing-
masing pihak. Beberapa hal perlu
dipersiapkan juga strategi perlu
disusun oleh pemerintah negara
berkembang untuk dapat beradaptasi
dengan hukum WTO dan sistem
penyelesaian sengketa WTO. Keya-
kinan dan keterlibatan negara ber-
kembang secara terus melalui sistem
penyelesaian sengketa WTO meru-

pakan suatu langkah besar yang
sangat diperlukan dalam rangka
penajaman hukum WTO berikut

penyempurnaan sistem penyelesaian
sengketanya,
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